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BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA KOPERASI PEGAWAI BINASEJAHTERA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan j&eeeaan ekonomi bagi

1.

masyarakat, maka perlu melakukan penyertaan maoakld kepada
Koperasi Pegawai Bina Sejahtera sebagai Badan U3diti
Pemerintah Kabupaten Badung;

bahwa penyertaan modal berasal dari Anggaranddpatan dan
Belanja Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2010;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Rerd&emerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daestyertaan
modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha peapkan dalam
Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimaréslich dalam huruf a
huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan &maeentang
Penyertaan Modal Daerah pada Koperasi Pegawai$ijatera;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958&tey Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat Il dalam Wilayah Daerah-daerah TamdgkBali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (LembargafdeRepublik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaragafsd
Republik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkspera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nofis,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&@i2 3

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuarid@agara
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Noma,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2&s)4

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberaam&egara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norbp
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@tafs 4

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rejndonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 4389);



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembent®aerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nod®b,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non#s7)4
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhigaserUndang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke&haa
Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaaraba
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nob®,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@vw4

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrang
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahaarab
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 NoiRs,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@8

8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentangdaMo
Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Repulidignesia
Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rkepub
Indonesia Nomor 3744); Peraturan Pemerintah NorBofg&hun 1998
tentang Modal, Penyertaan Pada Koperasi (Lembaegrafd Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaragarde
Republik Indonesia Nomor 3744);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgpedR#aan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoriesian 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Inslangomor
4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangb&gan
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, PemerintdDaarah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kamflaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahamhazan
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@&8tang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimama diebah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 i@aBQ07
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam rNégenor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuangaaH)ae

12.Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 TahuB8 2fftang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kadu@adung
(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 No@or
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan

BUPATI BADUNG



